
BUPATI LANGKAT

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR Ig TAHUN 20,t1

TENTANG

BESARAN DAN TATA CARA PEMBER:AN!NSENT:F PEMUNGUTAN
PA」AK DAERAH DAN RETRIBUSi DAERAH DI KABUpATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 73 Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat Nomor l 丁ahun 201l tentang Pttak Daerah, maka
pertu diatur mengenai besaran dan tata cara pemberian lnsentif
Pemungutan.

bahwa berdasrkan pertimbangan sebagafrnana  dirnaksud pada huruF a
pertu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Besaran dan Tata

Cara Pemberian lnsentif Pemungutan Pa〕 ak Daerah dan Retribusi Daerah di

Kabupaten Langkat;

Undang‐undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten‐ Kabupaten datanl lingkungan Propinsi sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 58);

Undang‐ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D■ erah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran NegaFa Repub‖ k lndonesia Nomor 4437)sebagairnana tetah
beberapa kati diubah dan terakhir dengan Undang‐ undang Nomor 12 Tahun
2008, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59
丁ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

Undang‐ undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerntah Daerah(Lembaran Negara
Republik indonesia ttahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndortesia Nomor 4438);

Undang― undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang PaJak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republ・ ik indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Repubuk lndOnesia Nomor 5049);
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5。 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan lbukota
Kabupaten Daerah Tingkat ll Langkat dari Kodya Dati ll Binjai ke kota
Stabat di witayah Kabupaten Dati ll Langkat (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia -[ahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas

Witayah Kotamadya Daerah Tingkat ll Binjai, Kabupaten Daerah 'fingkat ll
Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat ll Deti Serdang (Lembaran Negara

Repubtik lndonesia Tahrrn 1986 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara

Repubtik lndonesia l.lomor 3323);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetotaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor
140 Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran l'legara Repubtik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negana Repubtik lndonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengetotaan Keuangan Daerah sebagaimana tetah bebrapa kati diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupat-'n Langkat (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten LangkatTahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran
Daerah Kabupaten !-angkat Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT:TENTANG BEttRAN DAN TATA CARA PEIABERIAN
:NSEN丁 lF PEMUNGUTAN PA」AK DAERAH DAN RETR:BuSi DAERAH Dl
KABUPAT'EN LANGKAT.

BAB !
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Pemerintah Daerah adatah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyetenggara Pemerintahan daerah.

Bupati adatah Bupati Langkat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang setanjutnya disingkat SKPD adatah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat setaku
Pengguna Anggaran /Pertgguna Barang.

Pajak Daerah, yang setanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oteh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbatan secara langsung dan digunakan untuk kepertuan
Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang setanjutnya disebut Retribusi, adatah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin teftentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oteh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang setanjutnya disebut
lnsentif adatah tambahan penghasitan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu datam metaksanakan pemungutan
Pajak dan Retribusi.

Pemungutan adatah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak
atau retribusi yarrg terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau
retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

9. lnstansi Petaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adatah
dinas/badanltembaga yang tugas pokok dan fungsinya metaksanakan
pemungutan Pajak dan Retribusi.

10. Kinerja tertentu adatah pencapaian target penerimaan pajak dan
Retribusi yang ditetapkan datam Anggaran dan Betanja Daerah yang
dijabarkan secara triwutanan datam Peraturan Kepata Daerah.

BAB II
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

lnsentif diberikan kepada lnstansi Petaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi.

tnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsionat
dibayarkan kepada :

a. pejabat dan pegawai lnstansi Petaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b. Bupati dan Wakit Bupati sebagai penanggung jawab pengetotaan
keuangan daerah;
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c. sekretaris daerah setaku koordinator pengetotaan keuangan
daerah;

d. pihak tain yang membantu lnstansi Pelaksana pemungut Pajak dan
Retribusi.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) lnstansi Petaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi lnsentif
apabita mencapai kinerja tertentu.

{2, Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk meningkatkan:' a. kinerja lnstarrsi;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai lnstansi;
c. pendapatan daerah; dan
d. petayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap triwutan pada awat triwulan berikutnya.

(4) Datam ha[ target kinerja suatu triwutan tidak tercapai, lnsentif untuk
triwutan tersebut dibayarkan pada awat triwutan berikutnya yang
tetah mencapai target kinerja triwutan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerinraan tidak
tercapai, tidak membatalkan lnsentif yang sudah dibayarkan untuk
triwutan sebetunrnya.

(6) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan: pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi
Daerah yang ditetapkan sebagai lrerikut :

a. sampai dengan triwutan I (pertama) sebesar 15% (tima betas
perseratus);

b. sampai dengan triyrutan ll (kedua) sebesar 40% (empat putuh
perseratus);

c. sampai dengan triwutart lll (ketiga) sebesar 75% (tujuh putuh lima
perseratus); dan

d. sampai dengan triwutan IV (keempat) sebesar 100% (seratus
perseratus).

Pasa[ 4

lnsentif bersumber dari pendapatan Fajak dan Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan.

O
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BAB III
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1) Besarnya lnsentif ditetapkan 5% (tima perseratus) dari rencana
penerimaan Pajak dan Retribusi datam tahun anggaran berkenaan
untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

(2) Besaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
metatui Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten f-angkat
pada tahun anggaran berkenaan.

(3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datam
perhitungan pembayaran yang metibatkan pihak lain datam rangka
pemungutan, lnsentifnya harus tertebih dahutu dikeluarkan 1Wo

(seputuh perseratus) untuk pihak lain tersebut.

Pasal 6

(1) Besarnya pembayaran lnsentif kepada Penerima lnsentif sebagaimana
dimaksud pada Pasat 2 ayat (2) adatah sebagai berikut:
a. Bupati ditetapkan pating tinggi 6 (enam) kati gaji pokok dan

tunjangan yang metekat;
b. Wakit Bupati ditetapkan pating tinggi 6 (enam) kati gaji pokok dan

tunjangan yang melekat;
c. Sekretaris Daerah ditetapkan pating tinggi 6 (enam) kati gaji

pokok dan tunjangan yang metekat;
d. Pejabat dan pegawai lnstansi Petaksana Pemungut Pajak dan

Retribusi ditetapkan pating tinggi 6 (enam) kati gaji pokok dan
tunjangan yang metekat;

e. Pihak l6in yang membantu lnstansi Petaksana pemungut Paiak dan
Retribusi ditetapkan sebesar 10% (seputuh perseratus) dari Insentif
yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3).

(2) Besaran pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur tebih tanjut oteh masing -
masing lnstansi Petaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dengan
Keputusan Bupati.

(3) Pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
berdasarkan atas Perjanjian Kerja Sama antara lnstansi Petaksana
Pemungut Pajak dan Retribusi dengan Pihak tain yang membantu
Pemungutan Pajak dan Retribusi.
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BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANMN DAN PERTANGGU NJA\^/ABAN

Pasal 7

.(1) Kepata lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun
penganggaran lnserrtif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud datam Pasat 5

ayat (1 ).

(2) Penganggaran lnsentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diketompokkan ke dalam betanja tidak langsung yang
diuraikan berdasarkan jenis betanja pegawai, objek betanja lnsentif
pemungutan Pajak serta rincian objek betanja Pajak.

(3) Penganggaran lnsentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diketompokkan ke datam betanja tidak langsung yang
diuraikan berdasarkan jenis betanja pegawai, obyek betanja lnsentif
pemungutan Retribusi serta rincian obyek betanja Retribusi.

Pasa[ 8

(1) Datam hal pencairan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah harus sesuai dengan tahapan pencapaian target sebagaimana
yang ditetapkan datam Pasal 3 ayat (6].

(2) Tahapan pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daeralr (PAD)
yang dibuat oteh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

(3) Untuk pemintaan pembayaran lnserrtif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dari lnstansi Pemungut Pajak dan Retrbusi Daerah ke
Badan Pengetota Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kahupaten
Langkat hhrus metampirkan Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi
Daerah dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

(4) Datam perhitungan pencairan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah lnstansi Pemungut Pajak dan Retrbusi Daerah dapat
membaginya datam 4 (empat) triwutan sepanjang tidak metebihi pagu
anggaran lnsentif Pemungutan sebagaimana dimaksud datam Pasal 5
ayat (1 ).

Pasal 9

Datam hat target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun
anggaran tetah tercapai atau tertampaui, pembayaran Insentif betum
dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian lnsentif
diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang petaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



Diundangkan
pada tanggaI

SEKRETARiS

H.SURYA

BERITA DAEMH KABUPATEN LANGKAI'TA.HI'N 2011 NOMOR I8
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Pertanggung〕 awaban  pemberian  lnsentif  ditakukan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang‐ undangan。

｀              BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 11

Peraturan Bupati ini bertaku sejak tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mcngetahLJlnya,  memenntahkan  pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Langkat.
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